PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG PRESI DEN REPUBLI K
| NDONESI A
Nonmor 12 TAHUN 1960

Tent ang
PEMBUBARAN PANI TYA UNTUK MENYELESAI KAN URUSAN PEMULI HAN HAK

Presi den Republik | ndonesia,

Meni nbang :

bahwa telah tiba saatnya untuk nenbubarkan Panitya Untuk
Menyel esai kan Wusan Penmulihan Hak, yang diadakan oleh Undang-
undang Darurat No. 15 tahun 1950 (Lenbaran-Negara tahun 1950 No.
23) dan nencabut peraturan-peraturan yang nenjadi dasar dari
Pani tya tersebut;

bahwa karena keadaan nenaksa soal tersebut diatur dengan
Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang;

Mengi ngat : pasal 22 Undang-undang Dasar Republik | ndonesi a;
Mendengar : Musyawar ah Kabi net Kerja pada tanggal 22 Maret 1960;

Menmut uskan :

Menet apkan :
Per at ur an Peneri nt ah Penggant i Undang- undang t ent ang
penbubaran Panitya Untuk Menyel esai kan Urusan Penul i han Hak.

Pasal 1.

(1) Panitya Untuk Menyel esai kan W usan Penul i han Hak pada
tanggal 1 April 1960 di bubarkan.

(2)Dicabut : mulai tanggal 1 April 1960;

a."Odonantie Herstel Rechtsverkeer" yang ternuat dal am Staatsbl ad
1947 No. 70;

b."Besluit Vijandelijk Vernogen I|ndonesie", yang ternuat dalam
Staat sbl ad 1947 No. 71,

c. Undang-undang Darurat No. 15 tahun 1950 (Lenbaran-Negara tahun
1950 No. 23) tentang Panitya Untuk Menyel esai kan W usan
Perul i han Hak.

(3) Kekayaan- kekayaan Panitya tersebut sub A nenjadi mlik
Negara dan diserahkan dalam pengel olaan dan penakaian kepada
Depart enen Kehaki man.
Pasal 2.

Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang ini mul ai berl aku pada
1 April 1960.



Agar supaya setiap orang dapat nengetahuinya, nenerintahkan
pengundangan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang in
dengan penenpat an dal am Lenbar an- negar a Republ i k | ndonesi a.

Dt etapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 1960.
Presi den Republ ik I ndonesi a,

SCEKARNO

D undangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 1960.
Menteri Kehaki man,

SAHARDIQ

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
No. 12 TAHUN 1960
t ent ang
PEMBUBARAN PANI TYA UNTUK MENYELESAI KAN
URUSAN PEMULI HAN HAK.

Dengan Peraturan Presiden No. 4 tahun 1960 tentang Kekayaan yang
dilola ol eh Panitya Untuk Menyel esai kan Urusan Pemul i han Hak,

di t et apkan perunt ukan kekayaan-kekayaan itu secara menbagi - bagi
pengel ol aannya kepada pel bagai Departenen-departenen Penerintahan
Pusat .

Set el ah penbagi an pengel olaan ini terjadi, naka sel esail ah
pekerjaan Panitya tersebut dan tiba saatnya untuk nenbubar kannya.

Dengan di bubar kannya Panitya ini peraturan-peraturan yang

ber sangkut an dapat sekali dicabut.

Per at ur an- peraturan ini adal ah

a."Odonnantie Herstel Rechtsverkeer"” yang ternuat dal am
St aat sbl ad 1947 No. 70,

b."Besluit Vijandelijk Vernogen |Indonesia", yang ternuat dal am
St aat sbl ad 1947 No. 7 1,

c. Undang-undang Darurat No. 15 tahun 1950 tentang Panitya Untuk
Menyel enggar akan Urusan Pernul i han Hak, yang ternuat dal am
Lenbar an- Negara tahun 1950 No. 23.

Kal au sekiranya tinbul pertanyaan, apakah barangkali dar

per at ur an- peraturan tersebut ada yang seyogi yanya di pertahankan
unt uk Departenen-departenen yang nenganbil -al i h pengel ol aan
kekayaan- kekayaan yang bersangkutan kekuasaan Panitya maka dapat
di kat akan, bahwa ti dak ada suatupun dari peraturan-peraturan yang
semacamitu



"Besluit Vijandelijk Vernogen" sudah terang dapat di cabut
sel uruhnya ol eh karena pengertian "kekayaan nusuh" sekarang tidak
ada | agi .

Dari "Ordonnantie Herstel Rechtsverkeer" dapat ditinjau

pasal - pasal yang beri kut

a. Pasal - pasal 39 sanpai dengan 58 nengenai kekuasaan- kekuasaan
i stimewa yang di beri kan kepada Panitya, sudah |ama tidak
di pergunakan dan tidak ada al asan unt uk nenpergunakannya
bagi instansi |ain.

b. Hal yang sama dapat di katakan dari pasal - pasal 60 sanpai
dengan 72 mengenai tindakan-tindakan dari "Comm ssie" (=
Pani t ya sebel um adanya Raad voor Rechtsherstel) yang harus
di tanmpung ol eh Panitya tentang aki bat - aki bat nya.

c. Pasal -pasal 74 sanpai dengan 92 nengenai effecten. Panitya
sudah nmenber eskan segal a sesuatu yang ber hubungan
dengan effect-effect ini secara nenpergunakan
pasal - pasal tersebut. d. Pasal -pasal 93 sanpai dengan
103 adal ah tentang nmewakili orang-orang nmanusi a yang
tidak terang tenpatnya. Tentang hal ini, hukum bi asa
(het genene recht) sudah nmencukupi

e. Pasal - pasal 104 sanpai dengan 127 nengenai tindakan-tindakan
yang ol eh Panitya dapat dil akukan terhadap badan-badan hukum
yang terlantar pengurusannya. Pasal -pasal inipun tidak perlu
adanya.

f. Pasal -pasal 128 sanpai dengan 135 nengenai hal nengurus
kekayaan- kekayaan dari orang-orang yang tidak di kenal atau
yang tenpat tinggal nya tidak terang, serta kekayaan-kekayaan
yang tidak dilola. Dengan di bubarkannya Panitya pasal - pasal
ini tidak perlu lagi.

g. Pasal - pasal 136 sanpai dengan 181 nengenai bagi an peradil an dan
sudah sejak | ama tidak di pergunakan.
h. Pasal - pasal 182 sanpai dengan 190 adal ah tentang ancaman-

ancaman hukuman pi dana, yang dengan sendirinya tidak perlu
| agi .

i . Begi tupun perihal pasal -pasal 191 sanpai dengan 195 tentang
per at ur an- peraturan penutup.

Pani tya sel aku Badan Hukum nenpunyai kekayaan-kekayaan, yang
sel ayaknya harus dinyatakan nenjadi mlik Negara, dan yang
pengel ol aannya sebai knya di serahkan senmua kepada Depart enen
Kehaki man.

CATATAN

Kut i pan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960
YANG TELAH DI CETAK ULANG



